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Abstrak
 

Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan

persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum

saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan

persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan

menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris

Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut

umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil

fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan

Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus

memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi

perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis

Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari

Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

<hr>This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to

law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his

/ her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement

investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary

Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of

the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with

the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed

and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of

investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for

the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and

the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66

paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional

Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis.
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